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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda Pemerintahan, yang menjadi fokus pemerintah
adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut.
Salah satu yang menjadi jalan utama adalah dilakukannya pembangunan.
Faktor yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan juga
harus adanya ketersediaan anggaran. Hal tersebut dapat ditunjang dari hasil
pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang Dbersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak
terbagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang
dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran Negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak restoran,Pajak
air tanah, pajak reklame. Salah satu jenis pajakyang memunyai peranan yang
penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB),

karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat PBB



